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ABSTRAK :  - bahwa guna melakukan simplifikasi beberapa ketentuan mengenai dewan pengawas, 
satuan pemeriksaan intern, remunerasi, penarikan dan pengembalian dana, dan 
pengelolaan kas dan investasi dan menyempurnakan beberapa pengaturan mengenai 
pedoman pengelolaan badan layanan umum, perlu diatur kembali dalam 1 (satu) 
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan badan 
layanan umum dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman 
Pengelolaan Badan Layanan Umum. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN 
No.4916), PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340), Perpres RI 57 
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 
No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 
87/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.641). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk tujuan 
pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang 
didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Satker dapat diizinkan untuk 
mengelola keuangan dengan menerapkan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan 
substantif,teknis, dan administratif. Menteri Keuangan memberi keputusan penetapan 
terhadap usulan penetapan penerapan PPK-BLU paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
dokumen persyaratan administratif terpenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12. Menteri Keuangan dapat mencabut penerapan PPK-BLU 
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta penilaian kinerja yang dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan /atau hasil penilaian penerapan Tata Kelola 
yang Baik dan/atau usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga.  

BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa 
layanan yang diberikan dalam bentuk tarif. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan 
usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kebijakan Kementerian 
Negara/Lembaga dalam penetapan tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat 
oleh BLU. Pimpinan BLU bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU sesuai 
dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA. Pembinaan teknis BLU dilakukan oleh 
Menteri/Pimpinan Lembaga. BLU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 kepada Menteri Keuangan dan 
Menteri/Pimpinan Lembaga paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 

 



CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  

a.  PMK 08/PMK.02/2006;  

b.  PMK 77/PMK.05/2009 (BN Tahun 2009 Nomor 74);  

c.  PMK 217/PMK.05/2009 (BN Tahun 2009 Nomor 495);  

d.  PMK  230/PMK.05/2009 (BN Tahun 2009 Nomor 516);  

e.  PMK 92/PMK.05/2011 (BN Tahun 2011 Nomor 363);  

f.   PMK 95/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 913);  

g.  PMK 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 915);  

h.  PMK 136/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 1377); 

i.    PMK 180/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 1792);  

j.    PMK 98/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 Nomor 989);  

k.   PMK 176/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 Nomor 1701);  

l.    PMK 200/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 Nomor 1885);  

m. PMK 42/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 Nomor 588);  

n.  PMK 82/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 Nomor 998);  

o.  PMK 79/PMK.05/ (BN Tahun 2019 Nomor 575),  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

   Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 September 2020. 

  - Lampiran halaman 156-189. 

 


